PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 188.45/193 /35.73.112/2021
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KOTA MALANG

WALIKOTA MALANG,

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi
Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam hal Kamus
Kompetensi belum tersusun, Pemerintah Daerah dapat
menyusun Standar Kompetensi ASN yang sesuai dengan

karakteristik tugas jabatan;

. bahwa persyaratan kompetensi minimal yang harus

dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara dalam
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam
melaksanakan tugas jabatan berdasarkan pada Standar

Kompetensi Jabatan;

. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Standar Kompetensi
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada

Perangkat Daerah di  Lingkungan Pemerintah

- Kota Malang;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);




2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1907);

. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
.Refurmasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di
Lingkungan Instansi Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
MNomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MALANG.

Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan
Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Malang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Walikota ini.

Standar Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi
acuan untuk:

perencanaan aparatur sipil negara;

pengadaan aparatur sipil negara;

pengembangan karier aparatur sipil negara,
pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
penempatan aparatur sipil negara;

promosi dan/atau mutasi aparatur sipil negara;

uji kompetensi aparatur sipil negara;
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sistemn informasi manajemen aparatur sipil negara; dan

i

kelompok rencana suksesi (talent pool) aparatur sipil

negara.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal 2021
WALIKOTA MALANG,
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